
 
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

TAHUN 2012 
No. Urut:  02 

 
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

NOMOR 14  TAHUN 2012 
 

TENTANG 
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 
 

Menimbang : a. bahwa kegiatan pembangunan di daerah mengandung 
resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan 
hidup, sehingga untuk menjaga kualitas lingkungan hidup 
diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang komprehensif, terpadu dan 
berkelanjutan untuk menjamin terlaksananya 
pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan; 

b. bahwa kondisi daerah Sumatera Barat memiliki 
karakteristik khusus, sehingga perlu dilakukan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara 
konsisten oleh semua pemangku kepentingan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

Mengigat : 1.  Undang-Undang Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau 
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);  

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4752); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 85 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3910); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan  Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5285); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan 
Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; 

11. Peraturan Menteri Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5  
Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan Wajib 
AMDAL; 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

dan 
GUBERNUR SUMATERA BARAT 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Bagian Kesatu 

Pengertian 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1.  Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. 
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.  
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. 
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-

batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk  mengatur  dan mengurus  
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat 
minangkabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) dan atau 
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi 
Sumatera Barat.  

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang 
mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup. 

8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.  

9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang 
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam 
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup 
serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup 
generasi masa kini dan generasi masa depan. 

10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan 
kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam 
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan 
hidup.  

11. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya  
sistematis  dan  terpadu  yang dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  
lingkungan hidup  dan  mencegah  terjadinya  pencemaran dan/atau  
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.  

12. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk 
memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup.  

13. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup 
untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan 
keseimbangan antar keduanya.  
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14. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup 
untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau 
dimasukkan ke dalamnya.  

15. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas 
sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan 
membentuk kesatuan ekosistem.  

16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, 
adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif 
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah 
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah 
dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.  

17. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 
selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat 
potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan 
pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 

18. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut 
AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau 
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan 
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 
dan/atau kegiatan. 

19. Komisi Penilai Amdal Daerah adalah komisi yang bertugas menilai 
dokumen amdal daerah. 

20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah 
pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang 
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan 
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 
dan/atau kegiatan.  

21. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan 
kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk 
melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak 
lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha 
dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. 

22. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk 
hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau 
unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber 
daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.  

23. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya 
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam 

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku 
mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.  

24. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas 
perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang 
dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan 
fungsinya.  

25. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan 
perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, 
dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup. 

26. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak 
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup 
yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.  

27. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam 
untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta 
kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan 
meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.  

28. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut 
Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang 
mengandung B3.  

29. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, 
penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, 
dan/atau penimbunan. 

30. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, 
dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, 
konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke 
media lingkungan hidup tertentu. 

31. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau 
lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah 
berdampak pada lingkungan hidup.   

32. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan 
hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 

33. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi 
dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya 
berkaitan dengan lingkungan hidup.  

34. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai 
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap 
persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.  

35. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, 
tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan 
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alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan 
hidup. 

36. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan 
masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan 
hidup secara lestari. 

37. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara 
turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya 
ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan 
lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata 
ekonomi, politik, sosial, dan hukum. 

38. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 

39. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan 
ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap 
orang ke arah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

40. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL 
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 
prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 

41. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi 
teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. 

42. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya 
disebut dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan 
mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup 
yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap 
warga secara minimal. 

 
Bagian Kedua 

Asas 
Pasal 2 

(1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas asas  
sebagai berikut:  
a. kelestarian dan keberlanjutan;  
b. keserasian dan keseimbangan;   
c. keterpaduan;  
d. manfaat;  
e. kehati-hatian;   
f. keadilan;  
g. ekoregion;   
h. keanekaragaman hayati;   
i. pencemar membayar;   

j. partisipatif;  
k. kearifan lokal;   
l. tata kelola pemerintahan yang baik; dan  
m. otonomi daerah.  

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup juga didasarkan atas asas filosofi alam 
takambang jadi guru sebagai berikut: 
a. arif bijaksana; 
b. musyawarah dan mufakat; 
c. penghormatan hak ulayat dan masyarakat hukum adat; 
d. kesadaran; dan 
e. kebersamaan. 

 
Bagian Ketiga 

Tujuan 
Pasal 3 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: 
a. menjaga kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan hidup;  
b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian 

ekosistem;  
c. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa 

depan; 
d. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup 

sebagai bagian dari hak asasi manusia; 
e. mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan 

kondisi geografis daerah yang tergolong dalam kategori daerah rawan 
bencana; 

f. mewujudkan kelestarian lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal 
daerah; dan 

g. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 
pengelolaan lingkungan hidup. 

 
Bagian Keempat 
Ruang Lingkup 

Pasal 4 
Ruang lingkup pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
meliputi: 
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a. perencanaan; 
b. pemanfaatan; 
c. pengendalian; 
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d. pemeliharaan; 
e. pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 
f. sistem informasi; dan 
g. pembinaan dan pengawasan. 
 

Bagian Kelima 
Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah 

Pasal 5 
Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah 
bertugas dan berwenang: 
a. menetapkan kebijakan tingkat daerah; 
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat daerah; 
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH daerah; 
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-

UPL; 
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah 

kaca pada tingkat daerah; 
f. mengembangkan dan melaksanakan  kerjasama  dan kemitraan; 
g. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota; 
h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijakan, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 
kabupaten/kota; 

i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab 
usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan 
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup; 

j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 
k. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian 

perselisihan antar kabupaten/kota serta penyelesaian sengketa; 
l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada 

kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; 
m. melaksanakan standar pelayanan minimal; 
n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara  pengakuan keberadaan  

masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat daerah; 

o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat daerah; 
p. mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah 

lingkungan hidup; 
q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan; 
r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat daerah; dan 

s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat daerah.  
 

BAB II 
PERENCANAAN 

Pasal 6 
(1) Dalam rangka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

untuk menunjang pembangunan daerah berkelanjutan dan berwawasan 
lingkungan hidup, Pemerintah Daerah menyusun RPPLH Daerah. 

(2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan: 
a. RPPLH nasional; 
b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan 
c. inventarisasi tingkat ekoregion atau ekosistem. 

 
Pasal 7 

Penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
memperhatikan: 
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;  
b. sebaran potensi sumber daya alam; 
c. sebaran penduduk dan sumber tekanan;  
d. kearifan lokal;  
e. aspirasi masyarakat;  
f. perubahan iklim; dan 
g. daerah rawan bencana. 

 
Pasal 8 

(1) RPPLH Daerah memuat rencana tentang: 
a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; 
b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan 

hidup; 
c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian 

sumber daya alam; dan 
d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. 

(2) Rencana  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:  
a. kondisi geologis dan ekologis dengan mengutamakan isu lingkungan 

hidup strategis daerah yang meliputi air, hutan, dan daerah rawan 
bencana dan isu lingkungan hidup daerah lainnya yang mempunyai 
dampak penting; dan 

b. kepentingan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber 
daya alam. 
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